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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Karunia-Nya
sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Laut dalam 3 (Tiga) tahun kedepan 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik.
Yang mana dalam penyusnannya dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang telah disepakati.

Untuk meningkatkan mutu dalam penyajian Renstra Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Laut, senantiasa diharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun
serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka untuk mendapatkab informasi/data

yang lebih akurat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan

tenaganya dalam penyusunan Renstra tersebut, kami ucapkan terimakasih.

KOTRIANTO, S.Sos
Pembina Tk. | (IV/B)
NIP. 19670601 199401 1 002







a.

BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No, 25 Tahun 2024
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua
peraturan tersebut mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk
menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan
(Renstra) maupun tahunan (Renja) dengan koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah daerah tersebut,
antara lain tercantum dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang no.23
tahun 2014 bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah
(RPD). Kemudian, pasal 1 ayat (29) Permendagri No. 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD juga menetapkan ketentuan umum mengenai
Renstra perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan pada instruksi
menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2022, Bupati/Wali Kota yang
masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh
Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota tahun 2024-2026.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah dengan



masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena
itu, Dinas Sosial diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 dengan
berpedoman pada Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor
050.13/3282/Bappeda/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Sosial bersama-sama
dengan para pejabat struktural dan seluruh staf menyusun Rencana
Strategis Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 3
(tiga) tahun Dinas Sosial yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang
Kesejahteraan Sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 mengacu
kepada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia 5587);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



10.

11.

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Nomor 4817)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembara Negara Repuplik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Nomor 6477);

Keputusan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 159 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Dinas Sosial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor
54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daeraabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancanangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tentang
Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Tahun
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repuplik Indonesia Nomor Tahun 2021
Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114).

17.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114).

18. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor
050.13/328/Bappeda/2022 Tentang Penyusunan Rancangan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun
2024-2026.
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Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:
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Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang
sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun
setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

b. Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut disusun dengan
tujuan sebagai acuan bagi dinas dan instansi terkait serta
masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun.



Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas

Sosial dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan
prioritas-prioritas pembangunan dibidang Kesejahteraan sosial,
sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang
dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam kurung waktu priode 2024-2026 dapat berjalan sesuai

dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

2.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(stakeholders) tentang rancana Strategis Dinas Sosial priode
2024-2026.

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurung waktu priode 2024-
2026.

4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

adalah :

1.
2.

Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut, Instansi terkait dan masyarakat dalam
rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap
tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD | dan sumber
pembiayaan APBN , BUMN, maupun masyarakat.

Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam masa sekarang dan
yang ingin dicapai pada masa lima tahunke depan, sekaligus
tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya

visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Laut untuk memahami, menyesuaikandan menilai arah
kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam

rentang waktu tiga tahun.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi,
Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi
dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Laut merupakan dokumen induk arah dan kebijakan
pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) Dinas Sosial
Provinsi Kal-sel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan
demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berupaya
memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan dibidang
penanganan Kemiskinan Nasional, Provinsi, dengan pertimbangkan
kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanah
Laut.
Adapun skema hubungan Renstra SKPD Dinas SosialKabupaten
Tanah Laut dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada

gambar 1.



Gambar 1. Skema Hubungan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Laut dengan Dokumen Perencanaa Lainnya.

<4---

c. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat

daerah.



Bab Il

Bab Il

Bab IV

Bab V

Bab VI

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja
pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan
Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat
daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah
Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026, yaitu dari Tabel
T-C.26.

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Adapun penyajian menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber
dari Tabel T-C.27

10



Bab VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menujukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang
bersumber dari Tabel T-C.28.

Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat
Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah,

serta cap pemerintah daerah.
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2.1

BAB Il

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT

Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yakni :

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang

sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai
melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial,

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

4) pelaksanaan administrasi dinas;

5) pembinaan UPT Dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Terlampir.

12



Penjelasan Bagan :
1. Susunan organisasi dinas sosial, terdiri atas:
. Dinas Sosial,
. Sekretariat;

a

b

c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

e. UPTD Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencnaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian umum an Kepegawaian

3. Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah unsur pembantu
kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

4. Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas

5. Sub Bagian pada Sekretariat sebagimana dimaksud adalah unsur
pembantu Sekretaris yang dipmpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bwah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.
Tabel 2.1 Uraian Tugas
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
No | Unsur Organisasi Uraian Tugas
1 | Kepala Dinas 1. Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan

kebijakan umum Bupati dan Ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
kerja

2. Mengkoordinasikan , mengawasi danmengendalikan
penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial agar sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah

13




Laut dari ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas

dilingkungan dinas sosial didaerah

. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-

instansi terkait dalam rangka kelancaran
penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan bidang
sosial dan daerah

. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta

personil dilingkungan dinas sosial

. Merumuskan jumlah dan mutu serta jenistenaga yang

dibutuhkan dengan tugas dibidang sosial

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepada

Bupati yang diambil dibidang tugasnya .

. Membuat laporan pertanggung jawaban (LAKIP) kepada

Bupati

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkaitan dengan

bidang sosial sesuai petunjuk Bupati

Sekretaris

. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan

program Dinas;

. Memberikan dukungan administrasi meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumah
tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokummentasi;

3. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;

. Melaksanakan koordinasi, penyiapan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan;

. Melaksanakan  koordinasi  penyusunan laporan

kedinasan;

. Pengelolaan barang milik daerah dan Negara;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Bidang
Rehabilitasi dan
Perlindungan

jaminan sosial

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial anak diluar Panti dan /atau lembaga;
melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di panti dan /
atau lembaga;

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang
diluar panti dan / atau lembaga;

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan / atau
lembaga;

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
perlindungan sosial korban bencana alam;
melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial
korban bencana sosial;

melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial
keluarga;

mengelola data pelayanan sosial orang dengan
HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan
dilaporkan kepada Pemerintah daerah Provinsi;
mengelola data pelayanan sosial korban
penyalagunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan

dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi;
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10.

11.

melaksankan norma, standar, prosedur dan Kriteria
bidang rehabilitasi sosial diluar panti dan /atau lembaga
dan perlindungan jaminan sosial; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Kepala Bidang
Pemberdayaan dan
Penanganan Fakir
Miskin

Menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan sosial
sesui kebutuhan sebagaidasar dan kebijakan teknis
penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial
masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara
usaha penyelenggaraan kesejahteraan  sosial,
pemberdayaan fakir miskin  penanggulangan
kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas
terpencil,serta penanaman nilai-nilai  kepahlawanan,
keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

Penyusunan pedoman penyelenggaraan
pengembangan  partisipasi sosial masyarakat,
pembinaan lembaga penyelenggara usaha
penyelenggaraan Kesejahteraan sosial,
pemberdayaan  fakir  miskin penanggulangan
kemiskinan keluarga rentan dan komunitas terpencil,
serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

Pemberian  bimbingan teknis penyelenggaraan
pengembangan  partisipasi sosial masyarakat,
pembinaan lembaga penyelenggara usaha
kesejahteraan sosial pemberdayaan fakir miskin
penanggulangan  kemiskinan, keluarga rentan
dankomunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial; lembaga penyelenggara usaha
kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin

penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan
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komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial;

4. Pengawasan pelaksanaan monitoring evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pengembangan
partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga
penyelenggara usaha kesejahteraan sosial,
pemberdayaan fakir miskin penanggulangan
kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas
terpencil, serta penanaman nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perangkat
pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan
dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Penanganan Kemiskinan
di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya
manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 1 (satu)
tahun transisi. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Laut saat ini sebanyak orang.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
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Tabel 2.2 .1 Sumber daya manusia menurut klasifikasi pendidikan, pangkat, golongan, serta jumlah pejabat

NAMA JABATAN STATUS KUALIFIKASI PENDIDIKAN GOL/PANGKAT DIKLAT
STRUKTURAL
JABATAN
NAMA JABATAN ISI | KOS | SD | SLT | SLT | D1 D2 D3 | SI S2 | S3 | Il i v I ] 1 v
ONG P A

Kepala Dinas 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - -
Sekretaris 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1
Kepala Bidang - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 -
Rehabilitasi Sosial dan
perlindungan jaminan 1
sosial
Kepala Bidang 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1| - -1 -
Pemberdayaan dan
penanganan fakir Miskin
Kasubag Perencanaan - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1
dan Keuangan 1
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Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Sub Koordinasi Pekerja
Sosial Muda Rehabilitasi
Sosial

Sub Koordinasi Pekerja
Sosial Muda Jaminan
Sosial keluarga

Sub Koordinasi Pekerja
Sosial Muda
Perlindungan sosial
Korban bencana

Sub Koordinasi Pekerja
Sosial Muda
Identifikasidan
penanganan Kapasitas

Sub Koordinasi Pekerja
Sosial Muda
Perlindungan bantuan
Stimulan dan penataan
lingkungan
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Sub Koordinasi Pekerja
Sosial Muda
Pemberdayaan
masyarakat,
kelembagaan,dan
Restorasi Sosial

Staf Fungsional Umum

10

Non PNS (PTT)

16

Total

38

11
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2.2.2 Ruangan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

No JENIS RUANGAN JUMLAH SATUAN KONDISI
1. | Kepala Dinas 1 Ruang Baik
2. | Sekretariat 1 Ruang Baik
Kabid Pemberdayaan Sosial Baik
3 dan Penanganan Fakir Miskin 1 Ruang
4 | Kabid rehabilitasi dan 1 Ruang Baik
perlindungan jaminan sosial
5 Kasubbag Perencanaan dan 1 Ruang Cukup memadai
Keuangan
6 Kasubbag pmum dan 1 Ruang Cukup memadai
Kepegawaian
Bidang Pemberdayaan Sosial .
! dan Penanganan Fakir Miskin 1 Ruang Cukup memadai
Bidang Rehabilitasi dan Cukup memadai
8 : i : 1 Ruang
Perlindungan Jaminan Sosial
9 | Bendahara 1 Ruang Cukup memadai
10 | Kamar mandi/ WC 6 Ruang Cukup memadai
11 | Dapur 1 Ruang Cukup memadai
12 | Ruang Rapat (Aula) 2 Ruang Cukup memadai
13 | Ruang Pelayanan (Sekretariat 1 Ruang Cukup memadai
SLTR)
14 | Rumah Singgah 6 Kamar Cukup memadai
15 | Sekretariat PKH 1 Ruang Cukup memadai
16 | Ruang Bermain anak 1 Ruang Cukup memadai
17 | Ruang Laktasi 1 Ruang Cukup memadai
18 | Musholla 1 Ruang Cukup memadai
19 | Sekretariat R2T 1 Ruang Cukup memadai
20 | Sekretariat TKSK 1 Ruang Cukup memadai
21 | Sekretariat PSM 1 Ruang Cukup memadai
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2.3

KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Sebagai bagian dari aparatur pemerintahan daerah yang
membantu Bupati Tanah Laut dibidang Sosial, maka jenis dan obyek
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
adalah  melaksanakan  perencanaan, pembangunan dan
penanganan masalah sosial di Kabupaten Tanah Laut yang meliputi
Perencanaan jangka panjang (20) , jangka menengah (5) dan jangka
pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dibutuhkan berbagai
layanan tehnis kepada instansi terkait dengan pelaksanaan
perencanaan di Kabupaten Tanah Laut. Bentuk /jenis layanan
terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan
oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Pelayanan Sekretariat
Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan
kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum
dan kepegawaian.

2. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin
Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial,
kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK,
dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

3. Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial
Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks
trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar,
pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza,
perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminana
sosial, adan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak

berhadapan dengan hukum.
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Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Laut
No. Uraian Satuan Target IKK Target Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Ketera
Indikator Indikator Tahun ngan
Lainnya
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Persentase Meningkatnya | Persentase
Penyandang Penanganan PMKS yang
Masalah Kesejahteraan | tertangani
Kesejahteraan Sosial bagi
1 | Sosial (PMKS) | pe ooy | Penyandang 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100% | 100% | 100%
yang Masalah
meningkat Kesejahteraan
taraf Sosial (PMKS)
kesejahteraan
sosialnya
Persentase
PMKS yang 0 0 0 s
g | 125 15 20 25 30 95 | 6,98 | 49,01 | 32,2 76% | 327% | 161% | 0%
menjadi mandiri
(%)
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Persentase Meningkatnya | Persentase
PSKS yang kemandirian PMKS yang
berpartisipasi PMKS menerima
dalam penerima UEP | program
penyelenggar | po ooy | KUBEatau 1 pemberdayaan | 5q | 44 | 6o | 8o | 100 | 50 | 70 | 80 | 100 250% | 200% | 167% | 0%
aan kelompok sosial melalui
kesejahteraan sosial ekonomi | KUBE atau
sosial sejenis lainnya | kelompok
sosial ekonomi
sejenisnya
Meningkatnya | Persentase
Peran Potensi | Potensi
Sumber Sumber
Kesejahteraan | Kesejahteraan
Sosial (PSKS) | Sosial (PSKS)
dalam yang terlatih
Penyelenggar | dan terampil 60 65 75 90 100 60 75 72 85 100% | 1% | 113% | 0%
aan dalam
Kesejahteraan | penyelenggara
Sosial an
Kesejahteraan
Sosial
Meningkatnya | Persentase
Pemeliharaan | Taman Makam
Taman Pahlawanyang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100% | 100% | 100% | 0%
Makam terpelihara
Pahlawan
Meningkatnya | Cakupan
koordinasi Penerbitan 1zin
antar SKPD Pengumpulan
tentang Uang atau 100 | 100 | 100 | 100 | 100 40 60 70 100 40% | 70% | 100% | 0%
Penerbitan Sumbangan
Izin yang
Pengumpulan | dikeluarkan
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Uang atau

Sumbangan
Meningkatnya | Ketersediaan
Pengeloaan basis data
Data Terpadu | terpadu PMKS | 409 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,3 | 92,50 | 98,50 | 98,80 87% | 99% | 99% | 0%
PMKS dan dan kemiskinan
Kemiskinan
Persentase Meningkatnya | Persentase
PMKS yang PMKS yang PMKS yang
mendapat terampil dan terampil dan
pelayanan mandiri mandiri melalui
rehabilitasi Persen | melalui pelayanan 100 | 100 | 100 | 100 | 100 80 80 85 90 80% | 85% | 90% 0%
sosial dasar di pelayanan dan/atau
luar panti dan/atau rehabilitasi
rehabilitasi sosial
sosial
Meningkatnya | Persentase
kemampuan Lanjut Usia
PMKS dalam | Terlantar dan
memenuhi Penyandang
kebutuhan Disabilitas yang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 70 | 66,21 | 76,50 | 25 0% | 77% | 25% 0%
dasarnya Terpenuhi
kebutuhan
dasarnya
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Penanganan
Tanggap
Darurat
Bencana dan
Kejadian Luar

Persentase
Korban
Bencana Alam
dan Korban
Bencana Sosial

Biasa yang terpenuh 100 | 100 | 100 | 100 | 100 80 | 8725 | 25 85 80% | 25% | 85% 0%
kebutuhan
dasar dan
keberfungsian
social
Persentase Meningkatnya | Persentase
pengelolaan Kelancaran terkelolanya
administrasi Pengelolaan Administrasi
perkantoran JrusanUmum. | usan Umum | g0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100% | 100% | 0%
kepegawaian Kepegawaian | Kepegawaian
perencanaan SKPD
yang tertib
Meningkatnya | Persentase
Kelancaran Perencanaan
Pengelolaan dan Pelaporan
Perencanaan | Kinerja SKPD B BB BB BB A B B B B

dan Pelaporan
SKPD

yang tersusun
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Tabel TC-24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Laut

Uraian
Struktur
Belanja

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun

Rata - rata
Pertumbuhan

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

202

Angg Reali
aran sasi

10

11

12

13

14

15

16

17 18

BELANJA
OPERASI

7.363.795.165

7.560.183.218

19.431.095.462

18.490.860.515

12.265.741.328

5.473.975.538

5.411.714.259

13.115.293.082

12.765.707.734

74,34

71,58

67,50

69,04

Belanja
Pegawai

3.865.328.345

4.490.540.946

5.531.320.158

5.263.260.574

4.229.270.336

2.951.580.233

3.162.935.779

3.551.518.627

3.632.778.986

76,36

70,44

64,21

69,02

Belanja
Barang dan
Jasa

2.881.666.820

2.561.862.272

3.526.175.304

2.720.099.784

3.613.780.992

1.908.165.305

1.743.114.230

2.386.884.455

2.318.428.748

66,22

68,04

67,69

85,23

Belanja
Bantuan
Sosial

616.800.000

507.780.000

10.373.600.000

10.507.500.000

4.422.690.000

614.230.000

505.664.250

7.176.890.000

6.814.500.000

99,58

99,58

69,18

64,85

JUMLAH
BEBAN
OPERASI

7.363.795.165

7.560.183.218

19.431.095.462

18.490.860.358

12.265.741.328

5.473.975.538

5.411.714.259

13.115.293.082

12.765.707.734

74,34

71,58

67,50

69,04

BELANJA
MODAL

264.868.000

200.500.000

312.238.379

259.209.157

55.286.025

217.131.000

180.100.000

277.315.000

237.535.554

81,98

89,83

88,82

91,64

Belanja
Tanah

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin

160.218.000

120.000.000

64.000.000

119.300.000

99,42

312.238.379

193.574.127

55.286.025

130.705.000

60.800.000

277.315.000

171.951.329

81,58

95,00

88,82

88,83

Belanja
Modal
Gedung

104.650.000

16.500.000

49.920.030

86.426.000

49.872.025

82,59

99,90
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dan
Bangunan

Belanja
Modal
Jalan,
Jaringan
dan Irigasi

15.715.000

15.712.200

99,98

JUMLAH
BELANJA
MODAL

264.868.000

200.500.000

312.238.379

259.209.157

55.286.025

217.131.000

180.100.000

277.315.000

237.535.554

81,98

89,83

88,82

91,64

JUMLAH
BELANJA

7.628.663.165

7.760.683.218

19.743.333.841

18.750.069.515

12.321.027.353

5.691.106.538

5.591.814.259

13.392.608.082

13.003.243.288

74,60

72,05

67,83

69,35
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL

a). Tantangan

1. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jenis masalah yang meningkat
kualitasnya berarti kedalaman dan dampak yang diakibatkan
masalah tersebut cenderung berat. Secara kuantitas berarti
masalah kesejahteraan sosial semakin bertambah baik jenis
maupun jumlah penyandangnya.

2. Masalah utama yang paling menonjol adalah masalah
kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi
karena akan menimbulkan permasalahan lainseperti
keterlantaran, rumah tidal layak huni, ketunaan,
peniyimpangan perilaku dan ketidakberdayaan.

3. Permasalah lain yang menjadi sorotan adalah masalah
kecacatan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan
semakin maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Data PPKS yang belum valid dan belum terpadu sehingga
masih banyak program dan kegiatan yang tidak tepat sasaran.

b) Peluang
Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan dapat
dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan
sosial.

1. llmu pengetahuan, tekhnologi serta keraifan lokal.
Kemajuan pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, teknologi merupakan salah satu faktor yang
memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam
peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

2. Keberadaan organisasi sosial, relawan, LSM yang

bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

29



3. Meningkatnya partisipasi sosial masayarakat dalam

penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam upaya mewujudkan Visi Misi Bupati Tanah Laut ,

dilakukan analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis

upaya kongkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan kondisi

yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya faktor- faktor tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Faktor tantangan dan Faktor
Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN

. Tersedianya sumber daya
manusia yang memiliki
kompetensi

. Adanya sarana dan prasarana
kerja yang memadai

. Tingginya motivasi dan disiplin
pegawai/sataf

. Adanya Renstra SKPD

5. Terbitnya Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Sosial

. Kelembagaan organisasi yang
optimal

. Adanya beberapa perda tentang
penanganan kemiskinan

. Lingkungan kerja yang kondusip

KELEMAHAN

1. Belum validnya data base PMKS
. Belum terisinya jabatan struktural
3. Belum optimalnya kerjasama

lintas bidang

. Belum integrasi secara optimal

program-program dalam

penanganan masalah sosial

. Masih kuatnya ego sektoral

bidang.
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3.1

BAB Il
ISU-ISU SRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanah
Laut telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga
masyarakat yang kurang beruntung dan rentan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga
masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi
sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat
terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain
jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah
PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian
sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh
dan berkembangnya kelembagaan sosial, Organisasi sosial,
pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai
kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat
pada tataran menengah kebawah, selain itu pencapaian
pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator
sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PPKS dan
masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat
berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraa sosial oleh
berbagai kepentingan di Kabupaten Tanah laut telah meningkat
cukup berarti dari waktu kewaktu, namun demikian upaya
pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila
dibandingkan dengan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya,

dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi
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yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang
dihadapi antara lain :

a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan
sosial yang masih sangat terbatas.

b. Kegiatan dan bantuan serta jaminan sosial bagi PPKS masih
tumpang tindih satu sama lain.

c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan
pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin
dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan
penyediaan anggaran.

d. Peran Pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan
program pemberdayaan PPKS dan PSKS ( Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial ) sehingga mengurangi esensi dari upaya
pemberdayaan sosial itu sendiri.

e. Peran serta masyarakat melalui organisasi dan dunia usaha
dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan
terdayagunakan secara optimal

f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan
kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis
masih terbatas.

g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level

masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan
kedepan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah
bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS). Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung
peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial,
serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui

pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara
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berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai
dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan
kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
diselenggarakan oleh unit Sosial sampai terbentuknya Dinas Sosial
2017 secara umum masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal
tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia
(SDM), dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat
serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan
legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja
penyelenggraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan
krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global,
terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok
umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya
jumlah lanjut usia sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik kualitatif
maupun kuantitatif, kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi
dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban
bagi pemerintah dan masyarakat.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Tanah
Laut yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan
Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta
merta melepaskan Kabupaten Tanah Laut dari berbagai
permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan
sosial yang berkembang di masyarakat sebagaimana data
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tabel

berikut ini :
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Tabel 3.1
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.

PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

KAB.
TALA

Anak Balita Terlantar

Anak Terlantar

a7

Anak yang berhadapan dengan hukum

15

Anak Jalanan

Anak dengan kedisabilitasan (ADK)

Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau
diperlakukan Salah

Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Lanjut Usia Terlantar

13.880

Penyandang Disabilitas

3044

10

Tuna Susila

11

Gelandangan

60

12

Pengemis

13

Pemulung

14

Kelompok Minoritas

15

Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)

16

orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17

Korban Penyalahgunaan NAPZA
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18 | Korban Traffiking -
19 | Korban Tindak Kekerasan -
20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) -
21 | Korban Bencana Alam 8.081
22 | Korban Bencana Sosial 121
23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi -
24 | Fakir Miskin (FM) 50.410
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi -
26 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) -
TOTAL
75.695
Tabel T-B 35

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No.

Masalah Pokok Masalah

Akar Masalah

Belum optimalnya
pemenuhan kebutuhan
dasar PPKS

Belum optimalnya
bantuan sosial berupa
pemenuhan kebutuhan
dasar bagi penyandang
masalah kesejahteraan
sosial

belum optimalnya
pemenuhan

Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar
Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota

Belum optimalnya
distribusi Alat Bantu
dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

belum optimalnya
kegiatan Bimbingan Fisik,
Mental,

Spiritual dan Sosial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
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kurang optimalnya sapras
Pelayanan

Kedaruratan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kurangnya optimalnya
sapras Layanan Rujukan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

belum optimalnya PPKS
yang mendapat
perlindungan dan
jaminan sosial

belum optimalnya data
Anak-Anak Terlantar
yang dapat Dijangkau
Kewenangan
Kabupaten/Kota

belum optimalnya
pelayanan Anak-Anak
Terlantar yang Mendapat
Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota

belum optimalnya
bantuan sosial korban
bencana selama
tanggap darurat bencana

belum optimalnya
penyediaan Permakanan
3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat
(Pengungsian)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

belum optimalnya Tempat
Pengungsian
Kewenangan
Kabupaten/Kota

belum optimalnya
pelaksanaan Koordinasi,
Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna
Siaga

Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

Belum optimalnya PSKS
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Belum optimalnya
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
yang terlibat dalam
penanganan
kesejahteraan sosial

Belum optimalnya Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Izin Undian Gratis
Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau
Barang
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Kurangnya tingkat
pengetahuan,
keterampilan dan
Pengalaman PSM dalam
penanganan kesos

Jangkauan layanan
belum optimal karena
kurangnya fasilitas
operasional

Belum Optimalnya
Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Belum optimalnya PPKS
yang mendapat
perlindungan dan
jaminan sosial

Belum Optimalnya
Cakupan Daerah PPKS
Kabupaten/Kota yang
Didata

Belum Optimalnya data
Keluarga yang
Mendapatkan
Pengentasan PPKS
Kabupaten/Kota

Belum Optimalnya data
Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) yang
Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Belum Optimalnya
sinkronisasi Data PPKS
dengan Data
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Belum optimalnya
sarana dan prasarana
Taman Makam
Pahlawan yang tersedia
dan terpelihara sesuai
standar

Belum optimalnya
pemenuhan Pemeliharan
makam pada Taman
Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota
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3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong

dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

dapat dilihat pada tabel berikut :

No Sasaran Permasalahan Faktor Faktor Pendorong
Kementerian/lembaga layanan PD Penghambat
Meningkatnya Tersedia SDM
Pelayanan Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Sosial : TKSK, PSM,
bagi PPKS TAGANA,
Angka PPKS di Kurangnya Pendamping PKH,
1 Kabupaten Sinkronisasi Pendamping KUBE,
Tanah Laut Program Pelopor
cukup tinggi Perdamaian, Sakti
Peksos, Penyuluh
Sosial dan Pusat
lesejahteraan Sosial
(Puskesos)
Meningkatnya PSKS Belum adanya | Adanya nilai-nilai
dalam SDM sosial yang
penyelenggaraan kesejahteraan berkembang di
kesejahteraan sosial Peran PSKS sosial berbasis | masyarakat, antara
dalam masyarakat lain gotong-royong,
5 penyelenggaraan | yang empati, rasa peduli
kesejahteraan tersertifikasi, dan saling
sosial belum tidak menghormati,
optimal tersedianya tersedianya SDM

standar
pelayanan dan
SOP

kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah

Laut yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah

Laut Tahun 2016-2036 yang merupakan arahan kebijakan dan

strategi ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut yang bersifat spasial.
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Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kebijakan penataan ruang
Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

a) pengembangan pusat-pusat pelayanan;

b) percepatan pengembangan dan kemajuan kawasan;

c) pengembangan daerah industri;

d) pengembangan kawasan strategis Kabupaten berbasis ekonomi,
sosial budaya dan kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup;

e) pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan
berbagai bidang dan berkelanjutan yang mengutamakan pada
keberlangsungan ekosistem;

f) pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya,
dan lingkungan buatan; Pengembangan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil; dan

g) Peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan

memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mengemban
tugas dan peranannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang
berkembang saat ini dan 3 (tiga) tahun kedepan, Hal ini tersebut
sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Laut diatas,
sehingga menuntut peran Bappeda Kabupaten Tanah Laut dalam
penyusunan  perencanaan dan  koordinasi  pelaksanaan
pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Vvisi
Pemerintah Kabupaten Tanah laut tahun 2024-2026. Isu Strategis
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024-2026 evaluasi
capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut medapat

perhatian antara lain :
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10.

11.

Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas
sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di
daerah pedesaan secara merata.

Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu
mencapai seluruh aspek Penyandang Masalah Kesejahteraan
sosial (PMKS).

Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
Terbatasnya pekerja sosial yang professional yang mampu
dalam melaksanakan tugas penanganan masalah
kesejahteraan sosial.

Pelayanan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) meliputi ketunaan, kerawanan, keterlantaran
dan kemiskinan belum optimal.

Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi
sebagaimana yang diharapkan.

Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.

Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan
sosial terhadap pelayanan sosial dasar.

Masih rendahnya pilar partisipasi masyarakat dan kurangnya
kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan
kesetiakawanan sosial.

Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan
peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS,
lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PMKS
yang berada di desa-desa.

Keberadaan PMKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak
terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian
anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS sehingga tidak
jarang terdapat PMKS yang menolak untuk kembali ke

keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH
LAUT
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial tidak terlepas
dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu :
“Berinteraksi”. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan dan
sasaran jangka menengah untuk mewujudkan Misi No. 1, yaitu : Berkarya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat
yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,
sosial dan budaya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. Tujuan
Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 yang
ingin dicapai melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :
1. Meningkatnya kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Sasaran
Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-
2026 yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS
2. Meningkatnya PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Laut beserta indikator kinerjanya dapat dilihat
pada Tabel T-C 25 berikut ini :
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Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

Baseline Kinerja

Target Kinerja

Indikator Tujuan/ Tujuan/Sasaran PD ;uLuanghasal}'(an
No. Tujuan Sasaran Sasaran ada Tahun Re- Rumus Perhitungan
Realisasi Proyeksi
2022 2023 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Meningkatnya Presentase PPKS yang 13,32 15 175 | 20 | 225
kemandirian PPKS Mandiri
Meningkatnya Pelayanan | Persentase PPKS yang N=jumlah PPKS yg
Kesejahteraan Sosial bagi | mendapat Pelayanan 0 0 0 0 o, | mendptkan pelayanan /
PPKS Kesejahteraan Sosial 41% 50% 65% | 85% | 100% jumlah PPKS keseluruhan x
100 %
Meningkatnya PSKS Persentase PSKS yang N= jumlah PSKS yg akif /
dalam penyelenggaraan | aktif dalam 7% 85% 90% | 95% | 100% | Jumlah PSKS tahun N x
kesejahteraan sosial penyelenggaraan sosial 100%
Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten
2 | Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Nilai SAKIP Dinas Sosial
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja 75(BB) 78(A) | BO(A) | 82(A) | 85(A)
Dinas Sosial
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan
permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu
pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti
yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama tiga tahun : pertama,
perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraansosial bagi
PPKS; kedua, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan
sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok,
masyarakat, dan dunia usaha; ketiga, perluasan dan pemerataan
pemberian bantuan bagi PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar,
keempat, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan
akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-

strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Strategi Pemberdayaan Sosial

a. Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan
masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal
dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;

b. Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu
pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan
prinsip berkeadilan dan manfaat;

c. Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola
penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan

masalah yang dialami;
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d. Pemberian pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan
permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat
lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional;

e. Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan
masyarakat melalui berbagai bimbingan, satuan, bantuan sosial

serta keterampilan berusaha.

2. Strategi Kemitraan Sosial

a. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola
kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial
yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber
kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;

b. Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan
saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama
dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada

penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

3. Strategis Partisipasi Sosial

a. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa
kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi
kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil
peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial
di lingkungannya;

b. Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawan sosial masyarakat agat
proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung
dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan
sosial di masyarakat bisa dikurangi;

c. Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela
dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan

berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatiha dasar dan teknis.

44



4. Strategi Advokasi Sosial

a. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang
berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama
individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami
masalah sosial;

b. Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraansosial
yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta
perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan
pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi
masalahnya;

c. Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi
tersebut, perlu disusun dan ditetap berupa langkah-langkah melalui
berbagai arak kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat
operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan
baik.

d. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi
dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha

kesejahteraan sosial.

5.2 Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan
kepada penekanan dan penurunan populasi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimasyarakat dengan memprioritaskan

pada upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mencegah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari
kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan,
keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial,
penyimpangan perilaku dan bencana,;

2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi
dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar

penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi
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berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga,
komunitas atau masyarakat;

3. Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik secara individu,
kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;

4. Meningkatkan  kemampuan dan  keterampilan  berusaha
bagipenyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan
keterampilan teknis dan manajemen usaha,;

5. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian
dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menagani
permasalahan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);

6. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaansosial
kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan social
kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

7. Memberikan bantuan stimulant atau usaha kepada Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui bantuan usaha
ekonomi produktif dan bantuan sosia lainnya sesuai permasalahan
dan kebutuhan PPKS.

Dapat dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yaitu dari tabel T-C 26

berikut ini :
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Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya
kemandirian
PPKS

Meningkatnya

Mengoptimalkan

Verval Data PPKS,

Pelayanan pelayanan Program dan
Kes_ejahter_aan kesejahteraan sosial | Sasaran yang tepat
Sosial bagi PPKS | bagi PPKS sasaran
Meningkatnya Mengoptimalkan

PSKS dalam pengetahuan,

penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial

keterampilan dan
pengalaman PSKS
dalam
penyelenggaraan
Kessos

Pembentukan dan
Pembinaan PSKS

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Sosial

Mengoptimalkan
pengelolaan
dokumen
Akuntabilitas Kinerja
Dinas Sosial

Melakukan
pembinaan atau
sosialisasi tentang
peningkatan
akuntabilitas kinerja
ASN Dinas Sosial
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 tetap merujuk
pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor
140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentunya
Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut perlu mempertimbangkan berbagai
faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan,
adapun faktor — faktor tersebut antara lain target RPIJMD sementara
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, pagu indikatif, lokasi kegiatan,
serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan
keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ini,
maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut oleh Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Laut.
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Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD

Kabupaten Tanah Laut

Tujuan

Sasaran

Program,Keg
iatan, dan
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program,
Kegiatan dan
Sub
Kegiataan

Satua

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra Perangkat

Daerah

2022

2023

2025

Reali
sasi

(Rp)

Pro
yek
Si

(Rp)

Targe
t

Targe

(Rp)

Target

Targe
t

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penangung
Jawab

Lokasi

PROGRAM
REHABILIT
AS| SOSIAL

)

Persentase

PPKS yang
memperole
h bantuan
sosial dan /
atau
rehabilitasi
sosial

%

(6)

(7)

(8)

45,30

Rp
972.879.755,0
0

60

Rp
4.646.406.29
3,00

75

Rp
5.230.000.00
0,00

(1)

85

(13)

Rp
5.748.000.00
0,00

(14)

100

Rp
6.270.000.000,
00

(16)

100

Rp
6.270.000.000,00

(18)

(19)
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Rehabilitasi
Sosial
Dasar
Penyandan
g Disabilitas
Terlantar,
Anak Persentase Rp Rp Rp Rp Rp R
Terlantar, PPKS yang % 4530 | 972.879.755,0 | 60 | 4.646.406.29 75 5.230.000.00 85 5.748.000.00 100 6.270.000.000, | 100 6.270.000.000 08
Lanjut Usia memperole 0 3,00 0,00 0,00 00 TR
Terlantar, h bantuan
serta sosial dan /
Gelandanga | atau
n Pengemis | rehabilitasi
di Luar sosial di
Panti Sosial | luar panti
Jumlah
Orang yang
Mendapatka
n
Pemenuhan
Kebutuhan
) Rp Rp Rp Rp Rp
Penyediaan Permakanan | Oran 100 Rp
Permakanan | Sesuai g 307 739.850.000,8 00 4.436.868.88 8000 5.000.008.88 8000 5.500.008.88 8000 6.000.000.0%% 8000 £.000.000.000,00
dengan ' ' '
Standar
Gizi Minimal
Kewenangan
Kabupaten/K
ota
Jumlah
Orang yang
Mendapatka
n Alat Bantu
dan Alat
. Rp Rp Rp
Penyediaan Bantu Oran Rp Rp Rp
AlatBantu | Peraga g 2 S 10 35'707'986'8 4 40'000'000'8 6 45'000'000'8 8 50.000.000,00 | ° 50.000.000,00
Sesuai
kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/K
ota
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Jumlah

Pemberian Eﬁg:‘r%an
Fisk \onta, | Fisk, Mentl, | Oran | o R0 | o0 | saneaaond | 40 | 600000000 | so | esooncony | 80 Rol g0 R
' | Spiritual dan g9 55.888.350,00 AR AR ST 70.000.000,00 70.000.000,00
Spiritual, dan Sosial 0 0 0
Sosial osia

Kewenangan

Kabupaten/K

ota

Jumlah
Permbeti Orang yang R R R R
L:;;n:\rrllan Q”ng:y‘;anﬁ Oan | 57 177.141.405,8 60 110.795.000p, 45 115.ooo.ooop, 65 118.000.000p, 75| 120000 oooRog 85 120,000 000%8
Kedaruratan | wedaruratan | ° 0 00 00 00 OO0, AR00,

Kewenangan

Kabupaten/K

ota

Jumlah

Orang

. Mendapatka

Pemberian Rp Rp Rp

n Layanan Oran Rp Rp Rp
Layanan Rujukan g 20 " | 100 | 10.000.000,0 40 15.000.000,0 60 20.000.000,0 80 30.000.000,00 80 30.000.000,00
Rujukan K 0 0 0

ewenangan

Kabupaten/K

ota

Persentase
PROGRAM | PPKS yang
PERLINDUN | mendapat Rp Rp Rp Rp Rp Rp
GAN DAN perlindunga % 38,29 35.340.000,0 45 75.000.000,0 65 115.000.000, 85 85
JAMINAN n dan 45.600.000,00 0 0 00 155.000.000,00 155.000.000,00
SOSIAL jaminan

sosial
Pemeliharaa | Persentase
n Anak- anak-anak , Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Anak terlantar % 38,29 45.600.000,00 35.340.000,3 45 75.000.000,3 65 115.000.0(:)(:], 85 155.000.000,00 85 155.000.000,00
Terlantar yang

ditangani
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Jumlah

Anak-Anak
Penjangkaua I:r:l;lntar Oran Ro Rp Rp Rp Ro Ro
_r:_Anak-Anak Dijangkau g 47 45.600.000,00 50 | 18.750.000,0 60 25.000.000,0 80 35.000.000,0 100 45.000.000,00 100 45.000.000,00
erlantar 0 0 0

Kewenangan

Kabupaten/K

ota

Jumlah

Anak-Anak

Terlantar
irl:gukk-aA?]ak )l\//f:r?dapatRu Oran | 4q Rp | 59 165900058 25 200000058 50 4000000(?8 75 RO 75 Rp
T . g - T DA S 60.000.000,00 60.000.000,00
erlantar jukan 0 0 0

Kewenangan

Kabupaten/K

ota

Jumlah

anak-anak

terlantar
Pemantauan Rp Rp

yang Oran Rp Rp Rp Rp
f‘e“ﬂaa"r;f;"rak dipantau g 0 S0 S| B 30'000'000'8 50 40'000'000'8 7 50.000.000,00 | 0 50.000.000,00

Kewenangan

Kabupaten/K

ota

Persentase

korban

bencana

yang
gEﬁEEéKAN mendapat Rp Rp Rp Rp Rp Rp
AN bantuan % 100 170.846.500,0 | 100 | 1.807.409.48 | 100 2.135.000.00 | 100 | 2.150.000.00 100 2.160.000.000, | 100 2.160.000.000.00
BENCANA sosial 0 0,00 0,00 0,00 00

selama

tanggap

darurat

bencana
Perlindunga
Korban | korban Rp Rp Rp Rp Rp R
B % 100 170.846.500,0 | 100 | 1.732.489.94 | 100 2.050.000.00 | 100 | 2.060.000.00 100 2.060.000.000, | 100 p
encana bencana 2.060.000.000,00
Alam dan alam dan 0 2,00 0,00 0,00 00
Sosial bencana
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Kabupaten/ | sosial yang
Kota ditangani
Jumlah
Orang yang
Mendapatka
n
Permakanan
3x1 Hari
) Rp Rp Rp Rp Rp
K’Ae“y“'d'aa“ dalamMasa | Oran | o555 | 1361565000 | 190 | 1.687.489.94 | %90 | 200000000 | 199 | 200000000 | ## | 2000000000, | 1000 Rp
lakanan Tanggap g 0 00 200 0 0.00 0 0.00 00 0 2.000.000.000,00
Darurat ' ' '
(Pengungsia
n)
Kewenangan
Kabupaten/K
ota
Penyediaan _Jl_umlah
empat
Ponboung | Pengungsian | | Ro | 4 | asoo0000h | 6 | 500000008 | 8 | 60000000h | 10 T Rp
ar‘?a PUNG | Kewenangan ! 34.690.000,00 R R R 60.000.000,00 60.000.000,00
Pengungsi Kabupaten/K
ota
Penyelengg
araan Persentase
Pemberday | Taruna
aan Siaga R R R
Masyarakat | Bencana o Rp p p P Rp Rp
Terhadap yang % 0 " | 100 74.919.538,3 100 85.000.000,3 100 90.000.000,3 100 100.000.000,00 100 100.000.000,00
Kesiapsiaga | melaksanak
anBencana | an
Kabupaten/ | Kesiapsiaga
Kota an Bencana
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Jumlah

Orang yang
Melaksanaka
Koordinasi, n Koordinasi,
Sosialisasi Sosialisasi
dan dan Rp Rp Rp
Oran Rp Rp Rp
_F;_’aeil'ilgzanaan $:Ir3izanaan g 0 ] 20 74.919.538,8 25 85.000.000,8 30 90.000.000,8 35 100.000.000,00 35 100.000.000,00
Siaga Siaga
Bencana Bencana
Kewenangan
Kabupaten/K
ota
Meningka Persentase
tnya PSKS yang
PSKS aktif dalam
dalam penyelengg
g;g{:;f‘" R v | 46 62 77 100 100
kesejahte
raan
sosial
Cakupan
Potensi
Sumber
Kesejahtera
gEI\CI:(B;EIQDMA an Sosial \ Rp Rp Rp Rp Rp Rp
YAAN ¥a?% % 85 471.266.097,8 100 173.855.9%% 100 560.000.0%% 100 641.500.0%(:], 100 723.500.000,00 100 723.500.000,00
SOSIAL erlibat
dalam
penanganan
kesejahtera
an sosial
Pengumpul Presentase
an Capaian
koordinasi
Sumbangan
Pengumpul 0 Rp Rp Rp Rp Rp Rp
g:':::h an o1 1001 4800.00000 | © -1 190 1 500000000 | "9 | 6500.00000 | 190 8.500.000,00 | 100 8.500.000,00
Kabupaten/ | Sumbangan
Kota dalam
Daerah
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Kabupaten/
Kota

Jumlah
Koordinasi Dokymen
dan Hasil
Sinkronisasi Koordinasi
; dan
Penerbitan . .
Izin Undian Sinkronisasi
Gratis Penerbitan Doku 1 Rp 1" Rp 10 Rp 20 Rp 20 Rp 20 Rp
Berhadiah Izin Undian men 1.800.000,00 - 5.000.000,00 6.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
Gratis
dan Berhadiah
Pengumpula d
n Uang atau Pan |
engumpula
BRI n Uang atau
Barang
Pengemban
gan Potensi
Sumber Persentase
. Rp Rp Rp Rp
Kesejahtera | PSKS yang o Rp Rp
an Sosial mendapatka % 100 469.466.097,0 | 100 | 173.855.906, | 100 555.000.000, | 100 | 635.000.000, 100 715.000.000,00 100 715.000.000,00
0 00 00 00
Daerah n
Kabupaten/ | penguatan
Kota kapasitas
Jumlah
Peningkatan | Orang
Kemampuan | Mendapat
Potensi Peningkatan
Pekerja Kapasitas Ro Rp Rp Rp Rp Ro
Sosial Pekgrja orang 22 41.990.000,00 50 i 60 55.000.000,0 80 65.000.000,0 100 75.000.000,00 100 75.000.000,00
Masyarakat Sosial 0 0
Kewenangan | Masyarakat
Kabupaten/K | Kewenangan
ota Kabupaten/K
ota
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Jumlah

. Tenaga
oo | ks
Potensi n osia
KecamatanK
.Iizzzgiteraa ewenangan Oran R Rp Rp Rp R R|
i Ktabupaten/K ) 1 93_801_549!08 11 110.000.0%% 1 150.000.0%00, 11 170.000.0%% 11 190_000_000’08 11 190_000_000’08
Kecamatan ota yang
Kewenangan Mer}lngkatKa
tasnya
Kabupaten/K ﬁam y
ofa ewenangan
Kabupaten/K
ota
Peningkatan
Kemampuan | Jumlah
Potensi Lembaga
Sumber Kesejahteraa
Kesejghteraa n Sosial Ro Rp Rp Rp
DeEs yang lemb o5 | 3336745480 | 50 | 638559060 | 45 | 350.000000, | 90 | 400.000.000, | 135 Ro |35 Rp
Kelembagaa | Meningkat aga o YO e ‘0 ' '00‘ ' '00‘ 450.000.000,00 450.000.000,00
n Kapasitasny
Masyarakat a
Kewenangan | Kewenangan
Kabupaten/K | Kabupaten/K
ota ota
Persentase
PROGRAM PMKS yang
PERLINDUN | mendapat Rp Rp Rp Rp Rp R
GAN DAN perlindunga % 50 6.724.960.206, | 60 | 702.236.942, 70 1.150.000.00 80 1.360.000.00 90 1.560.000.000, 90 1.560.000.000 08
JAMINAN ndan 00 00 0,00 0,00 00 T
SOSIAL jaminan
sosial
Persentase
Fakir Miskin
Pengelolaan | yang
Data Fakir tervalidasi
Miskin untuk Rp Rp Rp Rp Rp R
Cakupan mendapat % 98 6.724.960.206, | 100 | 702.236.942, | 100 | 1.150.000.00 | 100 | 1.360.000.00 100 1.560.000.000, | 100 1.560.000.000 08
Daerah Program 00 00 0,00 0,00 00 TR
Kabupaten/ | Perlindunga
Kota n dan
Jaminan
Sosial
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Ee;dé’i\;aa; Jumlah Fakir
akir Miskin | Miskin Ro | 150 Ro Ro
Cakupan Cakupan Oran | #HHH# Rp | 150.0 150.0 Rp | 150.0 Rp
Daerah Dacrat g | # | 0040l O ~| oo | 300000000 | oo | 350.000000 | #HE | 400.000.00000 | 00 | 400.000.00000
Kabupaten/K | Kabupaten/K
ota ota yang
Didata
Jumlah
Pengelolaan | Keluarga
Data Fakir yang
Miskin Mendapatka Rp Rp Rp Rp
gakupan n Kreg':a 50041 215.412.723,0 &?o 406.599.833, 70(')00 500.000.000, 80600 600.000.000, | 700'000.00038 90(')00 700_000‘000’%8
aerah Pengentasan 0 00 00 00
Kabupaten/K | Fakir Miskin
ota Kabupaten/K
ota
Jumlah
Keluarga
Penerima
Manfaat
I (KPM) yang
Fasilitasi
Mendapatka
Santuan nBantuan | Kelua R 1 800 Rp Rp Rp Rp | 1000 Rp
osial Sosi 6574 | 6.143.098.500, 201.755.709, | 8000 | 250.000.000, | 9000 | 300.000.000, | 10000
Keseiahteraa osial rga 00 0 00 00 00 350.000.000,00 0 350.000.000,00
} Kesejahteraa
|
n Keluarga n
Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/K
ota
Jumlah
Orang
Fasilitasi Mendapatka
Bantuan n Bantuan Oran Rp Rp Rp Rp Ro Ro
Pengemban | Pengemban 0 40 | 93.881.400,0 25 100.000.000, 30 110.000.000, 30 30
gan Ekonomi | gan Ekonomi g - 0 00 00 110.000.000,00 110.000.000,00
Masyarakat Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/K
ota
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Persentase

sarana dan

prasarana
PROGRAM Taman
PENGELOL
AAN Makam Rp Rp Rp Rp Rp Rp
TAMAN Pahlawan 100 22.418.194,00 100 | 47.349.426,0 | 100 350.000.000, | 100 160.000.000, 100 170.000.000,00 100 170.000.000,00
MAKAM yang 0 00 00
PAHLAWAN tersed_la dan

terpelihara

sesuai

standar
Pemeliharaa | Persentase
n Taman Pemeliharaa
Makam n Taman Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Pahlawan Makam % 100 100 | 47.349.426,0 | 100 250.000.000, | 100 160.000.000, 100 100
Nasional Pahlawan 22.418.194,00 0 00 00 170.000.000,00 170.000.000,00
Kabupaten/

Kota
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Jumlah

_ Makam yang
Pemeliharaa Terpenuhi
nMTEma“ Pemeliharan R R R
axam nya Maka Rp p P P Rp Rp
Pah!awan pada Taman m 40 22.418.194,00 40 | 47.349.426,0 40 250.000.000, 40 160.000.000, 40 170.000.000,00 40 170.000.000,00
Nasional Makam 0 00 00
KabupatenK | papiawan
ota Kabupaten/K
ota
Meningka
tnya
Akuntabil Nilai SAKIP 75@ 80(
tas Dinas 5 A 82(A) 83(A) 85(A)
Kinerja Sosial ) )
Dinas
Sosial
PROGRAM Indeks
PENUNJAN | Kepuasan
G URUSAN Sekretariat Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PENCNTA | Dinas % | 100 | 4597.527.092, | 100 | 5.645707.30 | 100 | 9.776.000.00 | 100 | 10.098.000.0 | 100 | 10426.000.000 | 100 | 10.326.000.000,0
DAERAH 00 5,00 0,00 00,00 ,00 0
KABUPATE
N/KOTA
Persentase
Perencanaa | Capaian
n, Perencanaa
Penganggar | n,
Rp Rp Rp
an, dan Penganggar Rp Rp Rp
Evaluasi an, dan % 100 24.445.775,00 100 27.582.757,3 100 40.000.000,3 100 50.000.000,3 100 60.000.000,00 100 60.000.000,00
Kinerja Evaluasi
Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah
Penyusunan | jumiah
Dokumen Dokumen Doku Ro a1 Rp , Rp , Rp Rp Rp
Perencanaa | perencanaa men 6 14.041.375,00 6 5.817.955,0 6 0.000.000,0 6 5.000.000,0 6 30.000.000,00 6 30.000.000,00
nPerangkat |  pgrangkat 0 0 0
Daerah Daerah
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Jumlah

Evaluasi Laporan Rp Rp Rp
Kinerja Evaluasi Lapor Rp Rp Rp
Perangkat | Kinerja an | % | 04040000 | 4 | T7OAE020 14 | 2000000001 4 250000000 | 4 3000000000 | 4 30.000.000,00
Daerah Perangkat
Daerah
Presentase
Administras | Capaian Rp Rp Rp Rp Rp
iKeuangan | Administras | o | 4140 | 3635554442, | 100 | 441397110 | 100 | 6.010.000.00 | 100 | 6.012.000.00 | 100 | 6.014.000.000, | 100 Rp
Perangkat i Keuangan 00 7.00 0.00 0.00 00 6.014.000.000,00
Daerah Perangkat ’ ’ ’
Daerah
Jumlah
Peqyediaan Oranglyang Ro Rp Rp Rp Rp
?a".da“ Menerima Oan | og | 3635554442, | 30 | 440600026 | 35 | 6.00000000 | 35 | 600000000 | 35 6.000.000.000, | 35 Rp
unjangan Gajidan g 00 0.00 0.00 0.00 00 6.000.000.000,00
ASN Tunjangan ' ' '
ASN
Pelaksanaan Jumlah
Dokumen
Penatausaha
g Per:jatausaha - " " Rp Rp " N
” an dan oku p p p p
Penguian' | pengujanty | men | 2 S| 2 | 7orosargo | 2 | 100000000 2 1200000001 2 1400000000 | 2 14.000.000,00
erifikasi
Keuangan Keuangan
SKPD SKPD
Presentase
Administras | Capaian
. L Rp Rp Rp Rp
i Umum Administras | Rp Rp
Perangkat i Umum % 100 213.861.199,g 100 194.750.14616 100 505.000.0(:)% 100 548.000.0(:)% 100 697.000.000,00 100 697.000.000,00
Daerah Perangkat
Daerah
Penyediaan Jumlah
Komponen Paket
Instalasi Komponen Rp
o h Rp Rp Rp Rp Rp
LD nstalasi Paket | 40 | 975778000 | 40 | 235058300 | 1 | 190000000 | 40 1 500000000 | 40 | 2500000000 | 4 25.000.000,00
angan Listrik/Pener 0
Bangunan angan
Kantor Bangunan
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Kantor yang

Disediakan
Jumlah
. Paket

Penyediaan

Peralatan
Peralatan dan Rp Rp Rp Rp Ro Ro
dan Paket 25 25 | 12.175.549,0 3 40.000.000,0 25 45.000.000,0 25 25
Perlengkapa Eerlengkapa 35.533.447,00 0 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00
n Kantor

Kantor yang

Disediakan

Jumlah
Penyediaan Paket Rp Rp
Peralatan Peralatan Rp Rp Rp Rp
Rumah Rumah Paket | 0 S| %0 | a20sgro0 | 2 | TOO000000 1 30 200000000130} 9500000000 | ¥ 25.000.000,00
Tangga Tangga yang

Disediakan

Jumlah
Penyediaan Eaket

arang
otk dan | Cekandan | oo | Ro | 45 Ro | 5 | 150000000 | 10 | 200000000 | 10 Rp 149 Rp

Penggandaa 10.190.900,00 4.544.139,00 SR SR 25.000.000,00 25.000.000,00
Penggandaa 0 0 0
§ yang

Disediakan

Jumlah
Penyediaan Paket Ro Rp Rp Ro Ro
Bahan/Mater Bahan/Mater Paket 12 14.430.000,00 15 2 20.000.000,0 12 25.000.000,0 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00
ial ial yang 0 0

Disediakan

Jumlah Ro
Pengadaan Paket Mebel Rp Rp Rp Rp Rp
Mebel yang el | 0 S| @ LE 75"000"000'8 6 | 600000000 | 7.00000000 | ' 7.000.000,00

Disediakan
Pengadaan : Rp Rp

Jumlah Unit ] Rp Rp Rp Rp
Asette?k Aset tak unit 0 |0 - 1 25.000.000,0 1 30.000.000,0 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00
berwujud ° 0 0

berwujud
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Pengadaan
Barang
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah
Laporan
Penyelengga
raan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

Lapor
an

Rp
143.949.072,0
0

Rp
172.375.000,
00

Rp
300.000.000,
00

Rp
400.000.000,
00

Rp
500.000.000,00

Rp
500.000.000,00

Presentase
Capaian
Pengadaan
Barang
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
yang
Disediakan

%

unit

Rp

Rp

Rp

Rp

100

Rp
2.150.000.00
0,00

Rp
900.000.000,
00

Rp
2.500.000.00
0,00

Rp
1.500.000.00
0,00

Rp
2.650.000.000,
00

Rp
1.500.000.000,
00

Rp
2.650.000.000,00

Rp
1.500.000.000,00
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Jumlah Unit

Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Ro Rp Rp Ro Ro
Gedung Kantor atau unit 0 - 2 2 250.000.000, 2 100.000.000, 2 100.000.000,00 100 100.000.000,00
Kantor atau Bangunan 00 00
Bangunan Lainnya
Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana PendukungG Ro Ro
PendukungG | edung . Rp Rp Rp Rp
edung Kantoratau | UM | O | @ I 4°°'°°°'°%% J 100'000'0%% ' | 15000000000 | 150.000.000,00
Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya
Lainnya yangDisedia
kan
Persentase
Penyediaan | Capaian
Jasa . !’enyedlaan Rp Rp Rp Rp
Penunjang | jasa % | 100 | 490.338.2130 | 100 | 804.703.300, | 100 | 556.000.000, | 100 | 608.000.000, | 100 Rp | 100 Rp
Urusan penunjang R ’0 ’ '00’ ’ '00’ ’ '00’ 610.000.000,00 610.000.000,00
Pemerintah Urusan
an Daerah Pemerintah
Daerah
Jumlah
Penyediaan Laporan Labor R R R R R R
Jasa Surat Penyediaan P 0 P 2 p 2 p 2 P 2 P 2 p
Menyurat Jasa Surat an - 4.440.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Menyurat
Jumlah
) Laporan
Penyediaan Penyediaan
\ll(asa ikasi Jasa L R Rp Rp Rp R R
sumber Komuniasl, o | 2| easeoteron | 2 arATeszl | 2| 150.000000, 1 2 ) 200000006, )2 20000000000 | 2 20000000000
Daya Air dan | 0% §
Listrik ‘aya Alr aan
Listrik yang
Disediakan
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Jumlah

) Laporan
FETEED Penyediaan
JEE Jasg Lapor Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Eelayanan Pelayanan an 2 395.778.052,0 2 358.784.976, 2 400.000.000, 2 400.000.000, 2 400.000.000,00 2 400.000.000,00
mum Umum 0 00 00 00
Kantor
Kantor yang
Disediakan
Presentase
Pemeliharaa | Capaian
n Barang Pemeliharaa
Milik n Barang
DaerahPenu | Milik % | 100 23332836:?8 100 2047000(?6° 100 5150000(?6° 100 3800000(?(;) 100 IR Rp
njang DaerahPenu o ,0 ’ '00’ ' '00’ ' '00’ 395.000.000,00 295.000.000,00
Urusan njang
Pemerintah | Urusan
an Daerah Pemerintah
an Daerah
Penyediaan Jumlah
Jasa Kendaraan
Pemeliharaa | Perorangan
n, Biaya Dinas atau
rF:,e cﬂﬂlgzggi g?nnadsaraan . Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Kendaraan | Jabatan Ut 2] as3020000 | 4| TOTO00000 ) 1) 200000000, 5 200000008 16 a00.00000000 | T 200.000.000,00
Perorangan yang
Dinas atau Dipelihara
Kendaraan dan
Dinas dibayarkan
Jabatan Pajaknya
Penyediaan Jumlah
Jasa Kendaraan
Pemeliharaa | Dinas
n, Biaya Operasional
Pemeliharaa | atau
n, dan Pajak | Lapangan Rp Rp Rp Rp Rp Ro
dan” yang Unit 28 194.204.763,0 | 30 | 17.700.000,0 30 30.000.000,0 35 40.000.000,0 40 50.000.000,00 40 50.000.000,00
Perizinan Dipelihara 0 0 0 0
Kendaraan dan
Dinas Dibayarkan
Operasional | Pajak
atau dan
lapangan Perizinannya
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. Jumlah
E/emellharaa Gedung
_— Kantor dan
giﬂiggm Bangunan |y Rl g Re | 5 | asooonooe | 1 | 100000006 | 1 Ro |y
Lainnya 2.276.400,00 - AR AR 100.000.000,00
Kantor dan yang 00 00
E:irr‘]%“';a“ Dipelihara/Di
y rehabilitasi
Pemeliharaa éumlah
o Parana dan
I rasarana
Rehabilitasi Pendukung
Sarana dan
Pl E:r?tlj)r:gatau Unit Rp | 5 Rol o 150000058 5 200000058 5 Ro| 5 Rp
Pendukung Bangunan 12.317.000,00 - R ’0 e ’0 25.000.000,00 25.000.000,00
Gedung .
Kantor atau ;:Lngnya
E:irr‘]%“ga“ Dipelihara/Di
y rehabilitasi
Jumlah
Pemeliharaa | Peralatan Rp Rp
n Peralatan dan Mesin Rp Rp Rp Rp
danMesin | Lainnya Buah |10 S| 10| 2000000001 10 200000000 |10} 9,000.00000 | 20.000.000,00
Lainnya yang
Dipelihara
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
13.005.498.74 13.058.305.3 19.276.000.0 20.272.500.0 21.464.500.000 43.641.500.000,0
Jumlah 4,00 52,00 00,00 00,00 ,00 0
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah
adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian
target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk
menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.
Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-
program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk
menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan
pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah
dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target
indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian
kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan
kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh
seluruh aparatur perangkat daerah.
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Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi
e Kinerja
Kondisi Kinerja Target Capaian pada
pada Awal Periode . .
No Satuan RPD Setiap Tahun akhir
| Indikator Kinerja periode
Sasaran Daerah/ RPD
Iku Perangkat Realisasi | Proyeksi
Daerah 2022 2023 2024 | 2025 | 2026 2026
(1) (3) (4) (5) (6) 1 | 8 | 9 (10)
Presentase PPKS | o 13,32 15 175 | 20 | 22,5 22,5
yang Mandiri
Persentase PPKS
yang mendapat
Pelayanan % 41% 50% | 65% | 85% |100% | 100%
Kesejahteraan
Sosial
Persentase PSKS
yang aktif dalam
penyelenggaraan % 77% 85% 90% | 95% | 100% 100%
sosial
Nilai SAKIP
Kabupaten
Nilai SAKIP Dinas
Sosial 75(BB) 78(A) | 80(A) | 82(A) | 85(A) 85(A)
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BAB VIII
PENUTUP

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan
terhadap masyarakat dengan baik dan profesional sehingga dapat
menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja
yang harmonis diantara instansi Pemerintah dan masyarakat di
daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah
adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun
Pemerintah Kabupaten.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja
yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan
saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas
dan fungsi Dinas dalam bentuk memberikan masukan kepada
Aparatur Dinas tentang sejauhmana tingkat kepuasan yang
diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun
bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi serta
dapat memberikan masukan tingkat-tingkat pelayanan seperti apa
yang diharapkan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya Laporan Rencana Strategis ini yang memuat
evaluasi kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya,
pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menjadi acuan atau
pedoman dalam rangka peningkatan Kkinerja sehingga dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai penutup, semoga Laporan ini ada manfaatnya bagi
sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat

melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Semoga
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Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.

/‘x\;@ﬁajg Dinas Sosial
// < g
#

T LAV~
NIP. 19670601 199401 1002
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS SOSIAL
Jalan H. Boejasin No.68 Telp. (0512 ) 2021374

Pelaihari 70814

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :500.13/ /Dinsos/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT,

a.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah
Daerah, dan dengan terbitnya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Sosial tentang Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial
Bahwa berdasarkan pertimbangkan pada huruf a, perlu ditetapkan
Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tentang Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-
2026.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong, dengan mengubah Undang — Undang Nomor 27 Tahun 1959
Tentang Penetapan Undang — Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 276),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 3 pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan
Instansi Vertical di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373) ;



Memperhatikan

Mencetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan Kepada Yih

.
2

Bupati Tanah Lawt

6.

Dekonsentrasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
62. Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Dacrah
Nomor 13); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
( Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Negara Nomor 6),
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena
Dinas Sosial.

Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/3282/Bappeda / 2022
Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Dacrah
(Renstra PD) Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial - Kabupaten Tanah Taut
Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan
akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya, apabila di
kemudian han ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di - : Pelatharni
Pada Tanggal  : 22 Desember 2022

. Kepala'Dinas Sosial

~/Kabupaten Tanah Laut,
y/ .

A7
I\ '”u’m' '.:fm
P kel |

'\
‘;\ Eko 'I'rizu_(lu. S.Sos
Pembind Vil (1V/h)
NIP. 19670601 199401 1 002

Inspektur Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Kepala BAPPEDA Kab. Tanah Laut

Dipindai dengan CamsScanner



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL
Nomor :500.13/ /Dinsos/2022
Tanggal : 22 Desember 2022

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026

NO Nana/NIP/ Pangkat/ Golongan Jabatan Struktural Jabatan dalam Tim
1 Eko Trianto, S.Sos Kepala Dinas Penanggung Jawab
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002
2 | Ir. Yayan Alfian, M.Si Sekretaris Ketua Tim
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19700826 200604 2 005
3 | Ahmad Muslaini, S.Kom Kasubbag Perencanaan dan Sekretaris
Penata TK.I(TI1/d) Keuangan
NIP. 19790126 200801 2 011
4 | Ahmad Yamini, S.Sos, MA, Cd | KepalaBidang Pemberdayaan Anggota Pokja
Pembina ([V/a) Sosial dan Penanganan Fakir
NIP. 19740412 199903 1 007 Miskin
5 | M. Yuliansyah, SKM, MM Kabid Pengembangan SDM Anggota Pokja
Pembina ( IV/a) dan Ekonomi Kreatif
NIP. 19760912 200501 1 011
6 | Noor Mita Imandasari, A. Pi, MM Kasubbag Umum dan Anggota Pokja
Pembina ( IV/a) Kepegawaian
NIP. 197401 200604 2 002
7 | Drs. Hendri Budi Santoso Pekerja Sosial Muda Anggota Pokja
Penata TK I ( 11I/d )
NIP.198650604 200801 1 010
8 | Rachmy Shanty, SST Pekerja Sosial Muda Anggota Pokja
Penata TK 1 (I1I/d )
NIP.19760613 200903 2 004
9 | Raisa Nurul Islam, S.Ip Pekerja Sosial Muda Anggota Pokja
Penata TK I ( III/d )
NIP.19880311 200701 2 001
10 | Hermansyah, S.Kom Pekerja Sosial Muda Anggota Pokja
Penata ( IIl/c)
NIP. 19800815 201001 1 010
11 | Wahyu Juar Sulistiono, SST Konselor Anggota Pokja
Penata Muda TK I (11I/b)
NIP. 19780611 200003 2 006
12 | Budiman Hariyanto Pengatministrasi Umum Anggota Pokja
Pengatur TK 1 (11/d)
NIP. 19750721 200801 1 019
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